KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : IV/IMPR/1973
TENTANG

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDO

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA %

bahwa menjadi tugas Majelis Permus a@} Rakyat
untuk menetapkan Garis-garis Bes

sebagai Pola Umum Pemban

merupakan rangkaian kontinu program-program
Pembangunan  disegal idang  untuk  dapat
mewujudkan Tujuan @ sebagaimana termaktub

dalam Pembukaan Un Undang Dasar 1945;

bahwa Garis-g ar Haluan Negara itu harus
memberikan asan arah bagi perjuangan Negara
dan Ra pdonesia  yang dewasa ini  sedang
mem g&gar dengan demikian dapat mewujudkan
keadaal ng diinginkan dalam waktu lima tahun
ng dalam rangkaian kontinuitasnya yang
rjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat
&Hiwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia;

Bahwa pokok-pokok penyusunan dan penuangannya
haruslah mampu memberikan gambaran mengenai
wujud masa depan yang diinginkan, sehingga Garis-
garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan
dituangkan di dalam Pola Umum Pembangunan secara
sistimatis dalam kebulatan hubungan yang penuh dan
menyeluruh;

bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 3 Juli
1971 yang mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara
yang didasarkan atas aspirasi dan kepribadian Bangsa
Indonesia demi penghayatan dan pengamalan
kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusionil
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Mengingat : 1

Memperhatikan : 1.

e

@)
(b).
©).
(d).
©).

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.

Pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Undang-Undang Dasar
1945;

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.
6/MPR/1972;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor : I/MPR/1973 tentang Peratugag Tata
Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. ®

Permusyawaratan dalam Sidang Umum ajelis
Permusyawaratan Rakyat Maret 197, g®membahas
Rancangan Ketetapan tentan garis Besar
Haluan Negara " yang telah di@pkan oleh Badan
Pekerja Majelis Permusyawara Rakyat dengan

. [ ] S
memperhatikan semua pan-ketetapan Majelis
Permusyawaratan Ra entara tentang perlakuan
selanjutnya atas K etetapan itu;

Putusan Rap ripurna ke 5 tanggal 22 Maret 1973
SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARAT-
AN RA ARET 1973.

X\

@MUTUSKAN :

TETARAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Bab | Pendahuluan

LIK INDONESIA TENTANG GARIS-GARIS BESAR

Menetapkan : KE
R@

AN NEGARA.

Pasal 1.

k dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh,
atika Garis-garis Besar Haluan Negara disusun sebagai berikut :

Bab Il Pola Dasar Pembangunan Nasional.

Bab 111 Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang.

Bab IV Pola Umum Pembangunan Lima Tahun kedua.

Bab VPenutup.




Pasal 2.

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat
dalam Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara yang menjadi Bagian tak
terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 3.
Dengan adanya Ketetapan ini, semua produk-produk MPRS

(8. Yang materinya sudah tertampung didalam Garis-garis Besar Halu egara

ini dinyatakan tidak berlaku lagi; °

(b). Yang materinya bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluanw a ini,

Garis-garis Besar Haluan Negara ini, dapat di dalam peraturan

dinyatakan dicabut. °
(c). Yang materinya belum tertampung dalam dan tidaI@@ngan dengan
ur
perundangan. A

Pasal 4. %gb"

Menugaskan kepada Presiden Republi nesia /Mandataris Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk mengem melaksanakan Ketetapan ini
dengan Bagian Ketetapan yang berup is-garis Besar Haluan Negara sesuai

dengan bunyi dan makna sumpah ja% /
N al 5.

Ketetapan ini disya tanggal ditetapkan dan mulai berlaku pada saat
dilaksanakannya ketentua imana termuat dalam pasal 4 Ketetapan ini.
° Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Maret 1973

$A LIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
$ Ketua

t.t.d
K.H. Dr. IDHAM CHALID
Wakil Ketua Wakil Ketua
t.t.d t.t.d
Drs. SUMISKUM J. NARO, S
Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua
t.t.d. t.t.d. t.t.d.
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DOMO PRANOTO KARTIDJO Mh. ISNAENI

NASKAH
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
BAB |
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN
[
1.  Garis-garis Besar Haluan Negara adalah suatu Haluan Negara ris-

a
garis besar yang hakekatnya adalah suatu Pola Umum P%ﬂgunan
Nasional yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan R . @

2. Pola Umum Pembangunan Nasional tersebut merupakaf'r aian Program-
program Pembangunan disegala bidang yang berl ng secara terus

menerus. o
3. Rangkaian Program-program Pembangun terus menerus tersebut
dimaksudkan untuk mewujudkan TUJ SIONAL seperti termaksud

didalam Pembukaan Undang-Undan af 1945, yaitu melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh Tagal mpah Darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan um erdaskan kehidupan Bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban i% berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosia
& SUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Negara adalah untuk
rjuangan Negara dan Rakyat Indonesia, yang pada tingkat
elakukan Pembangunan Nasional dengan tujuan, agar dapat
aan yang diinginkan dalam waktu lima tahun berikutnya dan
anjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita Bangsa

C. LANDASAN

Garis-garis Besar Haluan Negara disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila
dan konstitusionil Undang-Undang Dasar 1945.

D. POKOK-POKOK PENYUSUNAN DAN PENUANGAN GARIS-GARIS
BESAR HALUAN NEGARA

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan,
baik dalam waktu lima tahun berikutnya, maupun dalam jangka panjang, maka




Garis-garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan dituangkan didalam Pola
Umum Pembangunan Nasional secara sistimatis sebagai berikut :

1. POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
2. POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG.
3.  POLA UMUM PELITA -1I.

E. PELAKSANAAN

1.  Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh jelis
Permusyawaratan Rakyat dilaksanakan oleh Presiden/Mandatari lis
Permusyawaratan Rakyat, yang pelaksanaannya dituangkan d ntuk
peraturan perundangan dan atau dalam garis-garis kebijaksmPg erintah.

untuk disesuaikan dengan perkembangan kehidupan, Rakyat dan Bangsa

Indonesia.
q‘b»‘
BAB Il

POLA DASAR PEMB@ N NASIONAL

2. Tiap lima tahun sekali Garis-garis Besar Haluan N@( jau kembali

NAN NASIONAL

A. TUJUAN PEV\%

Pembangunan Nasional bt—z&;j ntuk mewujudkan suatu masyarakat adil
dan makmur yang merata r‘w an spirituil berdasarkan Pancasila didalam
wadah Negara Kesatuan u Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu,
dalam suasana perikehidupamBangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta
dalam lingkungan pgrgaulaf dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

NDASAN PEMBANGUNAN NASIONAL

an pokok pikiran bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah
nan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat
maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional disegala bidang
adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

C. AZAS-AZAS PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Azas Manfaat, ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus
dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan
kesejahteraan Rakyat dan bagi pengembangan pribadi Warga Negara.

2. Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, ialah bahwa usaha mencapai cita-
cita dan aspirasi-aspirasi Bangsa harus merupakan usaha bersama dari Bangsa
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dan seluruh Rakyat yang dilakukan secara gotong-royong dan dijiwai oleh
semangat kekeluargaan.

Azas Demokrasi, ialah Demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi
bidang-bidang Politik, Sosial dan Ekonomi, serta yang dalam penyelesaian
masalah-masalah Nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan
permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata.ole h
Bangsa dan bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak menikmatj asil
pembangunan itu sesuai dengan nilai dharma-bhakti yang m

Azas Adil dan Merata, ialah bahwa hasil-hasil materiil dan spiritil yang
r
h

ikannya

kepada Bangsa dan Negara. Q o

Azas Perikehidupan dalam keseimbangan, ialah angan antara
kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan iaan dan akhirat,
antara kepentingan materiil dan spiritual, antar eatingan jiwa dan raga,
antara  kepentingan individu dan magya y antara kepentingan
perikehidupan darat, laut dan udara, ser % kepentingan nasional dan
internasional.

D. MODAL DASAR DAN F -FAKTOR DOMINAN

Modal Dasar : (b

Modal Dasar Pembang ional yang dimiliki oleh Rakyat dan Bangsa
Indonesia ialah :

a. Kemerdekaan dfw edaulatan Bangsa Indonesia.
b. Kedug@geograﬁs Indonesia sepanjang garis khatulistiwa dan
posisSinya Sebagai wilayah penghubung, serta terletak pada posisi silang
dua benua dan dua samudera raya, dengan iklim tropika dan
cl

musim-musimnya memberikan kondisi alamiah serta kedudukan

$dan peranan strategis yang sangat tinggi nilainya.

c. © Sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah di darat dan di laut
memberikan kehidupan Bangsa di segala bidang.

d. Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan
dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal
pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha
pembangunan di segala bidang.

e. Modal Rokhaniah dan Mental, yaitu Kepercayaan dan Ketagwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak

¢



ternilai harganya bagi pengisian aspirasi-aspirasi Bangsa. Juga
kepercayaan dan keyakinan Bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila
merupakan modal sikap mental yang dapat membawa Bangsa menuju
cita-citanya.

Modal Budaya, yakni budaya Bangsa Indonesia yang telah berkembang
sepanjang sejarah Bangsa.

Potensi Efektif Bangsa, yakni segala sesuatu yang bersifat potensial dan
produktif yang telah dicapai olen Bangsa sepanjang sejarahnya.e
[ ]

Faktor-faktor Dominan :

Dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar p ganan untuk
mencapai tujuan Pembangunan Nasional dengan la ndasan serta
azas-azas diatas, perlu diperhatikan faktor-faktor dominan sgbagai berikut :

a.  Faktor demografis. (b e
b.  Faktor geografis, hidrografis, geologis %}pograﬁs.
c.  Faktor klimatologis. 0
d.  Faktor flora dan fauna.
e.  Faktor kemungkinan @ngan.
E. &AN NUSANTARA
Wawasan dalam m tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan

Nusantara yang mencakup ;
1. Perwujud lauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, dalam

arti :

a.

Kebulatan Wilayah Nasional dengan segala isi dan kekayaannya

atra seluruh Bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama Bangsa.

&erupakan satu Kesatuan Wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan

b.

Bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara
dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai Agama
dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu
Kesatuan Bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

Bahwa secara psikologis, Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib
sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu
tekad dalam mencapai cita-cita Bangsa.
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d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya Falsafah serta Ideologi Bangsa
dan Negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan Bangsa
menuju tujuannya.

e.  Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu Kesatuan Hukum
dalam arti bahwa hanya ada satu Hukum Nasional yang mengabdi
kepada Kepentingan Nasional.

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan

Budaya, dalam arti :
[ ]

a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan B%{ arus
m

merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya 'ka& emajuan
masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta dd eselarasan

kehidupan yang serasi dengan kemajuan Bangsa

corak ragam budaya yang ada mengg &n kekayaan Budaya
Bangsa yang menjadi modal dan | pengembangan Budaya

Bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilq t dinikmati oleh Budaya.

Perwujudan Kepulauan Nusan@e agai satu Kesatuan Ekonomi,

b. Bahwa Budaya Indonesia pada hakekatnﬁa ad satu; sedangkan

dalam arti :

a. Bahwa kekayaan WI% usantara baik potensiil maupun efektif
adalah modal dan rsama Bangsa, dan bahwa keperluan hidup
sehari-hari har engembangan kehidupan ekonominya.

b.  Tingkat p

empangan ekonomi harus serasi dan seimbang diseluruh
Daerah,

meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki olen Daerah-
m pengembangan kehidupan ekonominya.

an* Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan
anan, dalam arti :

Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu Daerah pada hakekatnya
merupakan ancaman terhadap seluruh Bangsa dan Negara.

b. Bahwa tiap-tiap Warganegara mempunyai hak dan kewajiban yang
sama dalam rangka pembelaan Negara dan Bangsa.

BAB Il

POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

¢



Berlandaskan pada Pola Dasar Pembangunan Nasional, disusunlah Pola
Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai
dengan 30 tahun sebagai usaha pengarahan dalam melaksanakan pembinaan dan
pembangunan Bangsa pada umumnya dalam menuju tercapainya cita-cita Nasional.

A. PENDAHULUAN

1. Kemerdekaan yang dicapai berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan
melalui perjuangan Rakyat, telah memberikan kesempatan kepada Bangsa
Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya, yakni suatu masyarakat4adil dan
makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam vxada:@ra
Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, Bangsa Indeff&sia #nengalami
gelombang pertentangan-pertentangan politik yang j@ian rentetan
pergolakan yang terus-menerus, sedangkan usaha—usa@tuk memperbaiki
kehidupan sosial-ekonomi tidak ditangani dengan sungg -sungguh sehingga
keadaan ekonomi mengalami kemerosotan enambah dan sangat
memberatkan penderitaan Rakyat banyak.

3. Setelah pemberontakan G-30-S/PKI '@ahun 1965 dapat digagalkan,
berkat lindungan dan Rahmat Tu}@g Maha Esa serta berkat kesadaran

dan keteguhan Rakyat pada lgagas alsafah Pancasila, maka Orde Baru
dengan perjuangan yang -sungguh telah berhasil menciptakan
stabilitas Nasional, baik di brdang ekonomi maupun di bidang politik, untuk
selanjutnya melaku %ﬂgkaian Pembangunan Nasional yang harus
dilaksanakan secara enerus, terarah, bertahap dan berencana, sebagai

satu-satuny%untyk mengisi kemerdekaan serta mencapai tujuan Nasio-
nal.

Semua gsaha dan perjuangan itu akan terwujud apabila seluruh Bangsa setia
pad la dan Undang-Undang Dasar 1945.

pelaksanaan Pembangunan Nasional dapat berjalan dengan lancar dan
benar-benar mengarah dalam mencapai tujuan Nasional, perlu ditentukan Pola
Umum Pembangunan Jangka Panjang,yang pelaksanaannya telah dimulai
sejak tahun 1969 dengan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun yang
pertama dan yang selanjutnya akan disusul Pelita kedua, Pelita ketiga, Pelita
keempat dan seterusnya, sehingga merupakan rangkaian Pelita yang saling
sambung-menyambung dalam suatu kesatuan yang serasi.
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B. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan Manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. Hal ini
berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau
kepuasan batiniah saja, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan
antara keduanya; bahwa pembangunan itu merata diseluruh Tanah Air; bahwa
bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi
untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh, seluruh
masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh Rakya agai
perbaikan tingkat hidup. o

Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusirdengan
Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan ®ekitarnya,
keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga k I@’u antara cita-
cita hidup didunia dan mengejar kebahagiaan di akh@arena kehidupan

manusia dan masyarakat yang serba selaras adalal;: tujua

a hir Pembangunan
Nasional; secara ringkas disebut masyaraki ju, adil dan makmur

berdasarkan Pancasila. %

Pembangunan Jangka Panjang dilaksanak cara bertahap. Adapun tujuan
setiap tahap Pembangunan adalah g meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan seluruh rakyat sert@@takkan landasan yang kuat untuk
pembangunan tahap berikutn

Sasaran utama PembangunafyJangka Panjang adalah terciptanya landasan
yang kuat bagi B onesia untuk tumbuh dan berkembang atas
kekuatannya sendiri masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila. °

Sedangkan 4titik™berat dalam Pembangunan Jangka Panjang adalah
pembanguhan Bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai
kesei n antara bidang pertanian dan bidang industri, yang berarti

bah\va “Sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada
ngunan ekonomi, sedangkan pembangunan dibidang-bidang lainnya

ifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.

Pembangunan diluar bidang ekonomi tersebut dilaksanakan seirama dan
serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi.
Sedangkan sebaliknya dengan peningkatan hasil-hasil dalam bidang ekonomi,
maka tersedialah sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi
peningkatan pembangunan dibidang-bidang sosial-budaya, politik dan
pertahanan keamanan nasional.

10
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Pelaksanaan Pembangunan Nasional harus berjalan bersamasama dengan
pembinaan dan pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, baik
dibidang politik maupun dibidang ekonomi, karena kegoncangan-
kegoncangan dalam masyarakat dan kegoncangan-kegoncangan ekonomi
akan menghambat pembangunan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa stabilitas nasional memperlancar
pembangunan nasional dan pembangunan nasional memperkuat stabilitas

nasional.

Pelaksanaan pembangunan disamping meningkatkan pendapatan @m al,
sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata i Seluruh
Rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka d|@ annya azas

keadilan sosial sehingga disatu pihak pembangunan itu tid ya ditujukan
untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus melebarnya
jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin n menumbuhkan
azas hidup sederhana dan wajar; bukan saja unt eneapai masyarakat yang
makmur, melainkan juga untuk mewujud rakat yang adil. Dilain
pihak lapisan masyarakat yang terlibat mbangunan harus semakin
meluas dan merata, baik dalam memlky@w pembangunan, maupun dalam
pertanggungan jawab atas pelaksan bangunan ataupun pula didalam
menerima kembali hasil pemban

Dalam pelaksanaan Pemba asional segenap kemampuan modal dan
potensi dalam negeri har, &nfaatkan dengan disertai kebijaksanaan serta
langkah-langkah mbantu, membimbing pertumbuhan dan
meningkatkan kem yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah
untuk berpartisigjasi gdalam proses pembangunan sehingga dapat berdiri
sendiri antar dengan peningkatan kegiatan koperasi, agar mampu
memaink an yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia.

naan ini harus diambil dalam rangka memecahkan ketidak selarasan
lam masyarakat, karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan
ukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar
kehidupan ekonomi nasional, sedang dilain pihak bagian terbesar dari
masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah
dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian
nasional.

Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang disamping meningkatkan
produksi nasional, maka pertumbuhan ekonomi harus mempercepat pula
pertumbuhan lapangan kerja, karena pemberantasan pengangguran dengan
jalan memperluas kesempatan kerja merupakan sasaran penting bagi
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Pembangunan Jangka Panjang, bukan saja karena kesempatan kerja memiliki
nilai ekonomis, melainkan juga karena mengandung nilai kemanusiaan
dengan menumbuhkan rasa harga diri, sehingga dengan demikian memberi isi
kepada azas kemanusiaan.

Untuk mengisi lapangan kerja yang akan tersedia diperlukan tenaga kerja
yang mimiliki kecakapan dan ketrampilan yang sesuai dengan keperluan
pembangunan, sehingga perluasan lapangan kerja dan pembinaan sistim
pendidikan yang sesuai dengan keperluan pembangunan, atau yangh\mampu
menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan untuk pembangun%lus
dilaksanakan secara bersama dan serasi.

8. Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahter, akyat dapat
terlaksana dengan cepat, harus dibarengi dengan pen tmertumbuhan
jumlah penduduk melalui program keluarga berenca%ng mutlak harus
dilaksanakan dengan berhasil, karena kegagalan rg sanaan keluarga
berencana akan mengakibatkan hasil usaha gunan menjadi tidak
berarti dan dapat membahayakan generasi datang.

Pelaksanaan keluarga berencana dite gan cara-cara sukarela, dengan
mempertimbangkan nilai-nilai A n Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.

gha penyebaran penduduk yang lebih wajar
ai sarana dalam meningkatkan kegiatan
diseluruh tanah Air.

Disamping itu diperlukan
melalui  transmigrasi
pembangunan secar

| J
9.  Pembangunal gka Panjang harus pula mampu membawa perubahan-
perubahan mental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga produksi
nasion ng berasal dari sektor-sektor diluar pertanian akan merupakan

bagi ng'semakin besar, dan industri menjadi tulang-punggung ekonomi;
baglan penduduk yang hidup dari sektor-sektor diluar pertanian semakin

bah dan komposisi ekspor akan berubah sehingga ekspor Indonesia

akan semakin banyak terdiri dari bahan-bahan yang telah diolah dan barang-
barang jadi. Dengan demikian akan berarti meningkatnya ketahanan ekonomi

Indonesia terhadap perubahan-perubahan keadaan alam dan kegoncangan-
kegoncangan ekonomi dunia.

10. Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus
digunakan secara rasionil. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus
diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan
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11

12.

13

dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan
kebutuhan generasi yang akan datang.

Pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang
pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan
luar negeri merupakan pelengkap.

Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan
dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan
Pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor gan @a.
Pengerahan dari dana-dana investasi tersebut harus ditingkatkan pat
sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengmersebut
semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai®sgndiri seluruh
pembangunan.

Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahagekuatan ekonomi
potensial menjadi kekuatan ekonomi riil i penanaman modal,
penggunaan teknologi serta melalui pena kemampuan berorientasi
dan management. Maka selama Indonesi m memiliki sendiri faktor-
faktor tersebut, dapat dimanfaatkan otensi modal asing, teknologi
dan keahlian dari luar negeri sepanj idak mengakibatkan ketergantungan
yang terus-menerus serta tidak n kepentingan nasional.

u

Pemanfaatan teknologi & ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan
pembangunan dilal mengan memperhatikan syarat-syarat; tetap
memberikan kesempatas kerja yang banyak, meningkatkan produktivitas
tenaga Kerja, gogunakan alat-alat yang sebanyak mungkin dihasilkan
sendiri dan ga untuk dipelihara sendiri, mendukung tercapainya sasaran

pembangufyan dan mempertinggi ketrampilan untuk menggunakan teknologi
yang aju dikemudian hari.

14 @angunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi

entukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam
kegiatan pembangunan.

Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan
bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang
sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu
memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan
iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.
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Demokrasi Ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki
ciri-ciri positif sebagai berikut :

a.

0.

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan, karenanya tidak mengenal sistim pertentangan kelas.

Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan
permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan
terhadap kebijaksanaannya ada pada Lembaga-lembaga Pehwakilan

Rakyat pula. N

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan mer% ajat
hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Warganegara memiliki kebebasan dalam me }®<erjaan yang
dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan Jdan penghidupan
yang layak.

Hak milik perorangan diakui dan atannya tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan mas

Potensi, inisiatif dan daya kreas@warganegara diperkembangkan
sepenuhnya dalam batasb ng tidak merugikan kepentingan
umum.

Fakir miskin dan a& terlantar berhak memperoleh jaminan
sosial.

Dalam Demokrasi EI&M harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut

a.

bulkan dan mempertahankan kelemahan strukturil posisi

o
Sistim@ight liberalism™ yang menumbuhkan eksploitasi terhadap
ma?sia n bangsa lain dan yang dalam sejarahnya di Indonesia telah

nesia dalam ekonomi dunia.
} istim "etatisme" dalam mana Negara beserta aparatur ekonomi Negara

C.

bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya
kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.

Monopoli yang merugikan masyarakat.

15. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam berbagai bidang dengan
pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang adalah sebagai berikut :

a. Bidang Ekonomi.

14
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Struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan dan kekuasaan
industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian
yang tangguh. Dengan prinsip bahwa Repelita yang terdahulu mempunyai
sasaran untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan Rakyat banyak
serta untuk menciptakan landasan bagi Repelita berikutnya, maka struktur
ekonomi yang seimbang itu akan dapat dicapai secara bertahap melalui
pelaksanaan serangkaian Repelita-Repelita ialah :

- Repelita pertama : meletakkan titik berat pada sektor pertantan dan
industri yang mendukung sektor pertanian. o

- Repelita kedua : meletakkan titik berat pada sektor pertaWengan
meningkatkan industri yang mengolah bahan ment@ery’adi bahan
baku.

- Repelita ketiga : meletakkan titik berat pada s@pertanian dengan
meningkatkan industri yang mengolah bahambak menjadi barang jadi.

- Repelita keempat : meletakkan titik b sektor pertanian dengan
meningkatkan industri yang dapat /Menghasilkan mesin-mesin industri
sendiri, baik industri berat ma dustri ringan yang akan terus
dikembangkan dalam Repeli Ita selanjutnya.

Dengan peningkatan bidang i
tersebut diatas, akan tercapai
struktur ekonomi dengarTHtiti

dan pertanian secara bertahap seperti

struktur ekonomi yang seimbang, ialah
erat kekuatan industri yang didukung oleh
bidang pertanian % setelah dilampaui Pembangunan Lima Tahun
yang kelima atau yang'keenam yang akan menjadi landasan bidang ekonomi
untuk menca5a|§tujean nasional, ialah masyarakat adil dan makmur

berdasarkanga ila.

b. Bidang Agama dan Kepercayaan
terhadap Tuhan yang Maha Esa,
Sosial-Budaya.

s dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa
maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras
dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam
sekitarnya serta memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan
lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat
gotong-royong yang berkembang, sehingga sanggup serta mampu untuk
melanjutkan perjuangan Bangsa dalam mencapai tujuan nasional dengan
memanfaatkan landasan ekonomi yang seimbang.
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Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan Pribadi Manusia
Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan.
Sedangkan kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai
yang luhur sehingga tidak dipisahkan dari Manusia Budaya Indonesia sebagali
pendukungnya.
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c. Bidang Politik

Dalam bidang politik dalam negeri dimantapkan kesadaran kehidupan politik
dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi
setiap Warga Negara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai
tujuan nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran itu termasuk didalamnya usaha-usaha untuk
menciptakan, mengkonsolidasikan dan menfaatkan kondisi-kondiSh, serta
situasi untuk memungkinkan terlaksananya proses-proses ¢em an
kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan sistim politik
yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat
memperkuat kehidupan konstitusionil. 6

Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif dius@an agar Indonesia

dapat terus meningkatkan peranannya dalam berikan sumbangannya
untuk turut serta menciptakan perdamaia yang abadi, adil dan
sejahtera.

d. Bidang Pertaharﬁ anan Nasional
Berlandaskan pada doktrin nan nasional, menciptakan sistim

pertahanan  keamanan @ yang mampu mensukseskan dan
mengamankan perjuan asional pada umumnya, pembangunan nasional
pada khususnya dar mcaman yang datang dari luar negeri serta dari
dalam negeri, sehin&)enar-benar aman dan tertib usaha Bangsa dalam
mencapai tujugnnasiamal.

C. CATATAN DASAR

Pola, Umum Pembangunan Jangka Panjang ini merupakan landasan pokok
bagigpel unan Pola Umum Pembangunan Jangka Menengah, yaitu Pola Umum
Pembangunan Lima tahun yang penyusunannya berupa Repelita diserahkan kepada
Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
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BAB IV
POLA UMUM PELITA KEDUA
A. PENDAHULUAN

1. Dengan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Pelita pertama dan makin
kuatnya stabilitas nasional, maka makin lapanglah jalan yang akan ditempuh
untuk melaksanakan Pelita kedua.

Dalam Pelita kedua akan digarap secara lebih dalam masalahmah
. . - ] i
yang sejak semula disadari belum akan terpecahkan d&n ita
p

pertama, seperti misalnya masalah-masalah perluasan kesem kerja,
pembagian kembali hasil-hasil pembangunan sec efata, usaha
perbaikan struktur pasar yang masih pincal gkatan laju
perkembangan ekonomi didaerah-daerah, tran§migrasi, peningkatan
partisipasi Rakyat dalam pembangunan melalui koperasi, perhatian lebih
pada masalah-masalah pendidikan serta‘r%v- aktor non ekonomis
lainnya.

2. Berdasarkan motivasi adanya masalah<mas seperti tersebut di atas, maka
Pelita kedua ini akan merupakan jutan dan peningkatan Pelita pertama
dan kebijaksanaan operasionil h benar-benar terarah dan merupakan
kesatuan yang lengkap dan %

3. Pelita kedua meliputj § a waktu 1 April 1974-31 Maret 1979 dan
merupakan tahap l&g’ elaksanaan Pola Umum Pembangunan Jangka
Panjang. °

B. TUJUAN

a halnya dengan setiap tahap pembangunan dalam rangka Pola
gunan Jangka Panjang, maka tujuan Pelita kedua ialah :

Perta : meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat;
Kedua :  meletakan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan
berikutnya.

C. PRIORITAS

1. Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang maka dalam Pelita
kedua prioritas adalah pembangunan ekonomi dengan titik berat
pembangunan sektor pertanian dan peningkatan industri yang mengolah
bahan mentah menjadi bahan baku.
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Pemberian prioritas kepada bidang ekonomi tidak berarti mengabaikan
pembangunan bidang-bidang lain, yang juga tetap dikembangkan dan
menunjang pembangunan ekonomi.

Kemajuan ekonomi yang dicapai dalam Pelita pertama memberikan
kesempatan dan kemampuan yang lebih besar dalam Pelita kedua untuk
memecahkan berbagai masalah sosial, yang pemecahannya tetap diletakkan
dalam keseluruhan pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu stabilitas nasional yang sehat dan dinam us
dikembangkan/ditingkatkan dengan makin menyehatkan N uhan
Demokrasi Pancasila, memperkuat kehidupan kontitusionil dan me.ni gkatkan
tegaknya hukum; yang sekaligus juga berarti mendoro o‘@ kembangnya
kreativitas masyarakat, kegairahan hidup dan SMperieas  partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan.

Pelaksanaan politik luar negeri yang beb
kepentingan nasional, terutama pada terlaks

D. ARAH DAN KEBIJAKSA

diabdikan kepada
mbangunan ekonomi.

MBANGUNAN

a. Bidan

Segala kegiatan pemban ma Repelita pertama harus dilanjutkan dan
bahkan ditingkatkan,dal pelita kedua. Peningkatan pembangunan berarti
bertambahnya produksi Darang dan produksi jasa dengan laju yang lebih
cepat. Dalam h ungan ini pembangunan dibidang pertanian harus tetap
kan diperluas, sehingga bidang pertanian tetap menjadi
angunan tahap-tahap berikutnya.

rtumbuhan produksi, usaha meratakan penyebaran hasil-hasil produksi serta
memperluas kesempatan kerja harus berjalan bersama dan seimbang.

Sementara itu terus ditingkatkan usaha-usaha untuk mengerahkan seluruh
kemampuan yang ada guna pembangunan nasional dengan membina swadaya
dan merangsang prakarsa serta partisipasi aktif seluruh masyarakat.

Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usahausaha untuk
lebih meratakan pembagian kembali hasil pembangunan, baik berupa
penyebaran yang lebih merata dari pada pelaksanaan pembangunan keseluruh
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daerah maupun berupa peningkatan penghasilan anggota masyarakat karena
kegiatan mereka yang produktif.

Usaha meratakan penyebaran hasil pembangunan dituangkan dalam program-
program yang kongkrit, yang salah satu bentuknya berupa pemberian
perhatian khusus terhadap pembangunan daerah-daerah minus sebagai akibat
sedikitnya kekayaan alam yang ada di daerah tersebut, sehingga rakyat
didaerah daerah tersebut yang merupakan golongan penduduk yang miskin
akan memperoleh kesempatan untuk membangun daerahnya damydengan

demikian menikmati pula hasil pembangunan. .

Usaha-usaha lain untuk meratakan penyebaran hasil pembangunN ukan
melalui program-program tersendiri yang akan dapat, meningkatkan
penghasilan kelompok-kelompok masyarakat yang roleh mata
pencaharian dalam pekerjaan-pekerjaan yang masih gangat®fendah tingkat
penghasilannya, seperti para nelayan, pekerja-pekerja dalasm kerajinan rakyat,
petani-petani penggarap yang tidak memiliki tal endiri, petani-petani yang
memiliki tanah terlalu kecil dan sebagainya. %ﬁ

Usaha meratakan hasil pembangunan h
memberikan kesempatan yang lebih
kecil dan menengah untuk memp
rangka memperluas pengikut-sgriga

mencakup program untuk
kepada pengusaha-pengusaha
an meningkatkan usahanya, dalam
longan ekonomi lemah dalam ruang

lingkup tanggung jawab ih besar, dengan jalan mengusahakan
kesempatan untuk da| mperkuat permodalannya, meningkatkan
keahliannya untuk us perusahaannya dan kesempatan untuk
memasarkan hasil p ya. Dalam hubungan ini koperasi sebagai salah

satu wadah penghimpun kekuasaan ekonomi lemah akan lebih ditingkatkan
ampuannya melalui program yang menyeluruh, dengan
koperasi-koperasi  produksi dibidang-bidang pertanian,

erikanan,perkebunan rakyat dan kerajinan tangan.

i kebijaksanaan yang serasi dibidang perpajakan dan perkreditan.

7. P§n§ebaran yang merata daripada hasil pembangunan juga akan diwujudkan

Dalam hubungan ini, maka pajak langsung dalam bentuk pajak pendapatan
dan pajak kekayaan mempunyai peranan yang sangat penting. Dana kredit
bank dalam jumlah yang masing-masing tidak terlalu besar akan disebarkan
dan dipergunakan untuk peningkatan usaha-usaha menengah dan kecil.

Sistem kredit BIMAS disertai penyuluhan yang intensif mengenai teknik
produksi dan pemasarannya serta penyediaan sarana produksi perlu
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10.

11

12.

13.

diusahakan perluasannya bagi bidang-bidang usaha lain, seperti produksi
palawija, kerajinan rakyat, industri kecil serta menengah dan sebagainya.

Dalam Repelita kedua perluasan lapangan kerja merupakan kebutuhan yang
sangat mendesak. Pemecahan terhadap masalah ini juga berarti memperluaas
lapisan masyarakat yang secara produktif ikut serta dalam pembangunan dan
pada akhirnya juga mengandung arti makin meluasnya lapisan masyarakat
yang ikut mengambil tanggung jawab dalam pembangunan.

Dalam rangka usaha memperluas lapangan kerja perlu ]
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyeluruh pada semua sekto @
pemilihan teknologi, pendidikan ketrampilan, pembangun% dustri,
pembangunan prasarana, penentuan skala investasi,deby sanaan-
kebijaksanaan perpajakan serta perkreditan dan sebagainya.

Peningkatan pembangunan pedesaan akan mencegah(derdsnya perpindahan
penduduk kekota-kota besar. A

Disamping itu perluasan kesempatan Kkerja’j perlu dituangkan dalam
program-program khusus antara lain pe an proyek-proyek INPRES
dan proyek-proyek padat karya didaerm@h pedesaan yang kenyataannya
merupakan sumber tenaga kerja ya r.

Pembukaan daerah-daera rang penduduknya diluar pulau Jawa
disamping membangitka I-potensi ekonomi yang sangat luas juga
akan menambah terb& sempatan kerja yang lebih luas.

a

Oleh karena itu m transmigrasi, termasuk transmigrasi lokal, harus
digerakkan d ilaksanakan dengan sungguh-sungguh secara terarah dan
dikaitkan egiatan pembangunan daerah. Disamping transmigrasi
yang%ng igerakkan oleh Pemerintah maka transmigrasi spontan akan

lebih ong dengan makin meluasnya pembangunan dan kegiatan
ekefiomdiluar Jawa.

satu aspek dalam pembangunan ekonomi ialah penggunaan tanah; oleh
karena itu demi peningkatan efisiensinya perlu diadakan perencanaan
penggunaan tanah (land-use planning).

Dalam usaha memelihara stabilitas ekonomi perlu diikuti secara seksama
perkembangan-perkembangan  dan  kemungkinan  gejolak  ekonomi
internasional yang mungkin terjadi dalam jangka waktu Pelita kedua sehingga
dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindarkan atau
membatasi akibat-akibat kegoncangan ekonomi internasional terhadap
pelaksanaan Pembangunan Nasional.
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14.

15.

16.

17.

Untuk melaksanakan Pembangunan Nasional diperlukan dana pembangunan
dalam jumlah besar. Apalagi mengingat bahwa Pembangunan Nasional
adalah pembangunan yang semakin meningkat, maka diperlukan usaha untuk
semakin menggerakkan dana-dana pembangunan, baik melalui peningkatan
penerimaan Negara maupun melalui peningkatan tabungan masyarakat.

Disamping dana dalam bentuk rupiah maka perlu juga dana dalam bentuk
devisa, terutama untuk keperluan impor alat-alat produksi dalam jumlah yang
semakin besar yang dibutuhkan dalam pembangunan. Dalam hubuhgan ini
maka perlu ditingkatkan usaha untuk memperbesar penerimaag de@gi
keperluan Pelita kedua dengan segala daya-upaya dalam bidan ang
ekspor dan pariwisata. K

Guna pelaksanaan Pelita kedua dan peningkatan stabili telah dicapai
selama ini harus diambil kebijaksanaan-kebijaksanaah integral yang
mencakup kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter, bud iskal, perkreditan,
harga, upah, perdagangan dan sebagainya d|s (t gan penyempurnaan-
penyempurnaan intitusionil.

Peningkatan kegiatan-kegiatan ekon@an menghasilkan bertambah
besarnya penerimaan Negara, yan makin banyaknya fasilitas sosial

yang dapat disediakan untu i tingkat kesejahteraan yang lebih
tinggi.

Dengan meningkat Neraan sosial tersebut kepercayaan Rakyat
kepada arti pemban an bertambah besar dan lahirlah kekuatan yang

lebih besar %elgﬂj tkan pembangunan tahap berikutnya.

PERTANIAN

Memelj kelangsungan peningkatan produksi beras yang telah dicapai

dal ita pertama dengan tujuan mencukupi kebutuhan pangan serta

enjamin meratanya penyebaran kepada masyarakat pada tingkat harga yang
ntungkan petani produsen dan tidak memberatkan konsumen.

Hasil-hasil pertanian yang lain, seperti palawija, hortikultura, hasil-hasil
perkebunan, hasil-hasil peternakan dan hasil-hasil perikanan perlu
ditingkatkan.

Perluasan berbagai macam produksi itu disamping meningkatkan penghasilan
petani juga akan membantu pertambahan penyediaan protein serta untuk
memperkuat ekspor sehingga tidak terlalu tergantung pada beberapa jenis
barang saja.
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Pembangunan dalam bidang kehutanan disamping memanfaatkan hasil-
hasilnya untuk pembangunan, perlu meletakkan perhatian pada pembinaan
sumber-sumber alam dari hutan. Dalam rangka itu maka perlu dilakukan
usaha-usaha penertiban penebangan hutan, penanaman kembali hutan-hutan
bekas tebangan, hutan-hutan yang rusak serta konversi sebagian hutan-hutan
alam menjadi hutan buatan yang menghasilkan kayu industri.

Pembangunan dibidang rehabilitasi tanah-tanah kritis, disamping ditujukan

untuk membantu para petani dalam meningkatkan partisipasin epada
pembangunan pertanian, juga ditujukan untuk mempertahankan r-

sumber air dan sumber-sumber alam lainnya.

Oleh karena itu usaha dibidang penghijauan serta rehab@i tanah-tanah

kritis tersebut perlu ditingkatkan.
INDUSTRI Q
Hasil-hasil pembangunan dalam bidang industti § telah dicapai dalam

Pelita pertama harus dilanjutkan den ih  meningkatkan lagi
pembangunan industri-industri yang g berbagai macam bahan
mentah menjadi bahan baku serta di nkan pula peningkatan usaha-

usaha untuk dimulainya pengolaha aku menjadi bahan jadi.

Dengan demikian maka e @bnesm akan bergeser dari ekspor bahan
mentah kearah ekspor ba yang telah diolah di dalam negeri.

Usaha pengembang i adalah bagian dari langkah jangka panjang
untuk merombak  struktdr ekonom| Indonesia dari sruktur ekonomi yang

terlalu berat sebelgh kepada produksi bahan mentah dan hasil-hasil pertanian,
kearah strukgur omi yang lebih berimbang.

Dala@judkan pembangunan industri perlu didorong inisiatif dan usaha

swasta Sejauh mungkin, sedang Pemerintah lebih memusatkan perhatiannya
@pembangunan prasarana dan penciptaan iklim yang menunjang

tumbuhan industri.

Dalam hubungan ini perlu diusahakan pengembangan ketrampilan dan
kecakapan management pengusaha-pengusaha nasional.

Langkah-langkah lain untuk meningkatkan pembangunan industri adalah
berupa pembangunan wilayah-wilayah industri. Disamping itu, dengan tetap
memperhatikan azas efisiensi perusahaan, penyebaran industri kedaerah-
daerah harus semakin didorong. Dalam seluruh usaha peningkatan
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pertumbuhan industri tidak membawa akibat rusaknya lingkungan hidup
manusia.

PERTAMBANGAN

Pembangunan dalam bidang pertambangan adalah dalam rangka melanjutkan
hasil-hasil yang telah dicapai dengan meningkatkan pengolahan berbagai macam
bahan mentah, sehingga dengan demikian penghasilan Negara yang diperoleh dari
hasil produksi dan hasil ekspor bidang pertambangan akan bertambah.

PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI é

Peningkatan laju pembangunan disamping meningkatkan proa i ng-
barang juga harus meningkatkan produksi jasa-jasa diberbagai sekto&ara lain
sektor perhubungan dan telekomunikasi. Peningkatan produksi jasaydalam sektor
perhubungan dan telekomunikasi kecuali akan memperlal r@ barang dan
manusia juga mempunyai peranan yang sangat menent@ dalam membina
kesatuan Bangsa dan Negara.

o
Oleh karena itu maka dalam Pelita kedua p@%an sektor perhubungan

dan telekomunikasi perlu ditingkatkan. 0
PRAS A

Pembangunan irigasi, listrik, 4 jalan dan prasarana-prasarana lainnya
harus ditingkatkan untuk da% dukung dan mencukupi peningkatan

pertumbuhan produksi barang dan
UMAHAN

1. Dalam rangka feningkatan kesejahteraan Rakyat, disamping penyediaan
g pada tingkat harga yang wajar serta perluasan lapangan
bangunan perumahan rakyat merupakan sasaran yang

ol a itu maka dalam Pelita kedua masalah pembangunan perumahan
@ harus memperoleh perhatian sepenuhnya.

2. Sehubungan dengan pembangunan dalam bidang perumahan maka perlu
ditingkatkan dan dilaksanakan hasil-hasil yang telah dicapai dalam bidang
riset bahan-bahan bangunan yang memenuhi syarat kesehatan, cukup kuat dan
relatif murah, dibuat dari bahan-bahan yang terdapat di Indonesia, dengan
usaha-usaha untuk memproduksi bahan bangunan dan perumahan dalam

jumlah yang besar dan dengan harga yang dapat dicapai oleh kemampuan
membeli dari rakyat banyak.
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Dalam mengatasi masalah pembiayaan diusahakan usaha sistim pembiayaan
yang lebih efektif dan dapat mendorong terhimpunnya modal untuk
pembangunan perumahan.

Disamping semua itu diusahakan perluasan penyuluhan untuk meningkatkan
ketrampilan rakyat dalam teknik pembangunan perumahan serta kegiatan
penyuluhan dalam rangka pemugaran perumahan dan lingkungan desa, agar
makin banyak Rakyat yang mendiami rumah yang sehat dalam lingkungan
yang sehat pula.

[ ]
Selanjutnya perlu pula dipersiapkan unsur-unsur kelembagaan% akan
memberikan pengarahan yang tepat dalam bidang pembangunan b umahan
dalam ruang lingkup nasional. &

PEMBANGUNAN DAERAH < )

Untuk menjamin agar pembangunan nasional t Berjalan dengan serasi
perlu diusahakan keselarasan antara pemban oral dan pembangunan
regional (daerah). %

Oleh karena itu didalam Pelita ke@samping usaha meningkatkan

pembangunan sektor-sektor yan ing-masing berlangsung diberbagai

daerah, harus pula ditingkatkanepe gunan daerah-daerah yang masing-

masing mencakup berbagai&
i

Dalam hubungan ini pe ami kemampuan dan potensi masing-masing
daerah serta masalaﬁﬂ%m)mendesak yang dihadapi, sehingga usaha-usaha
pembangunan yang benangsung dalam tiap-tiap daerah benar-benar sesuai
dengan keada asing-masing daerah.

elaksanaan pembangunan nasional harus juga diusahakan

ju pertumbuhan antar daerah, yang antara lain dilakukan dengan

i\pahtuan dan rangsangan untuk meningkatkan pembangunan kepada
efiah-daerah yang relatif lebih terkebelakang.

uk pelaksanaan peningkatan pembangunan daerah diperlukan peningkatan
prakarsa dan partisipasi aktif. Dengan memperhatikan kemampuan Daerah
maka perlu ditingkatkan pendapatan Daerah baik dengan pemungutan yang
intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada maupun dengan
penggalian sumber-sumber keuangan baru. Dalam rangka ini harus
diusahakan peningkatan kemampuan serta perbaikan aparatur Pemerintah
Daerah.
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Dalam melaksanakan Pembangunan Daerah harus tetap diperhatikan
pembinaan Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi.

Dalam hubungan ini maka kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai
pelaksanaan Pembangunan Daerah harus menunjang peningkatan pembinaan
kesatuan ekonomi tersebut.

b. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, Sosial - Budaya. b
AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP ¢
TUHAN YANG MAHA ESA \«

o
Atas dasar Kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap T @19 Maha Esa
maka perikehidupan beragama dan perikehidupan befkepgrcayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa didasarkan atas kebebasal™ menghayati dan
mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesua%aﬂ Falsafah Pancasila.

Pembangunan Agama dan Kepercayz:%%p Tuhan Yang Maha Esa

ditujukan untuk pembinaan suasana Higup¥rukun diantara sesama ummat
beragama sesama penganut Keper adap Tuhan Yang Maha Esa dan
antara semua ummat beragam ua penganut Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa ingkatkan amal dalam bersama-sama
membangun masyarakat. K

Diusahakan  bertapgba sarana-sarana  yang  diperlukan  bagi
pengembangan kehidupan Keagamaan dan kehidupan Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang a Esa, termasuk pendidikan Agama yang dimasukkan
kedalam Kkugiki disekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai
dengan urfiyversitas-universitas negeri.

Mel usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran
niinaian ibadah haji bagi ummat Islam sesuai dengan ajaran Agama Islam,
suai pula dengan kemampuan masyarakat.

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Salah satu perwujudan dari pada usaha mencapai keadilan sosial adalah
dengan mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap Warga Negara
untuk mendapatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya sesuai dengan
kemampuan yang ada.
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Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat dilaksanakan dalam rangka
peningkatan dan pemupukan kemampuan tenaga kerja bagi keperluan
pembangunan, serta untuk meningkatkan terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Usaha-usaha meningkatkan perbaikan kesehatan rakyat ditujukan kepada
peningkatan usaha pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat,
peningkatan nilai gizi makanan rakyat, peningkatan pengadaan air minum,
melindungi rakyat terhadap bahaya narkotika dan penggunaan obat-obatan
lain yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku, pengadaan obat-
obatan secara merata pula, memperluas pelayanan kesehatan melal usat-
pusat kesehatan masyarakat terutama didaerah pedesaan dan meni an
berbagai penerangan tentang kesehatan rakyat.

Pelaksanaan program Keluarga Berencana terutama di Ja n®Bali perlu
ditingkatkan, khususnya agar dapat mencapai masyan@ saan seluas-
luasnya.

Disamping itu kesempatan untuk melaksal n eKeluarga Berencana
didaerah-daerah lain perlu mulai dike sehingga membantu
peningkatan kesejahteraan keluarga di h-daerah tersebut melalui
tersedianya fasilitas-fasilitas Keluarga % a.

Sasaran Keluarga Berencana hend@neliputi seluruh lapisan masyarakat
atas dasar sukarela.

Oleh karena kesediaal & melaksanakan Keluarga Berencana pada
akhirnya adalah suat@erubahan sikap hidup masyarakat, maka dalam
Pelita kedua kegiatan idikan dan latihan Keluarga Berencana tidak hanya
terbatas pada pendidikan dan latihan para tenaga pelaksana teknis program
Keluarga B , melainkan akan makin dikembangkan pula usaha-usaha
pendidikafi masalah kependudukan.

Gu kung tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran program Keluarga
rancana dalam Pelita kedua, maka koordinasi antar Departemen, kegiatan-
an penerangan, penelitian mengenai motivasi dan sebagainya, serta
kegiatan-kegitan penerangan, penelitian mengenai motivasi dan sebagainya,
serta kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang pelaksanaan program
Keluarga Berencana perlu lebih ditingkatkan lagi.

PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN
PEMBINAAN GENERASI MUDA.
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Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan
kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung
seumur hidup.

Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh Rakyat sesuai
dengan kemampuan masing-masing individu maka pendidikan adalah
tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.

Pembangunan dibidang pendidikan didasarkan atas Falsafah Negara Pancasila
dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yagg ber-
Pancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang seha;jas
rokhaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan
kreaktivitas dan tanggung-jawab, dapat menyuburkan sikap dema
penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasa g®inggi dan
disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya intai sesama
manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam) Undang-Undang
Dasar 1945.

o
Untuk mencapai cita-cita tersebut mak lum disemua tingkat
pendidikan, mulai dari Taman kanak-kanal pai perguruan Tinggi baik
negeri maupun swasta harus berisikan pendigikan Moral Pancasila dan unsur-

unsur yang cukup untuk meneru ia dan Nilai-nilai 1945 kepada
Generasi Muda.

Peningkatan peranan Perg ‘-@uruan Tinggi dalam usaha Pembangunan
diarahkan untuk : u&

a.  Menjadikan m n Tinggi sebagai pusat pemeliharaan dan
pengembangan i pengetahuan.

b. Mendidi
memi

o
ahasiswa-mahasiswa berjiwa penuh pengabdian serta
sa tanggung-jawab yang besar terhadap masa depan bangsa
gara Indonesia.

ggiatkan mahasiswa sehingga bermanfaat bagi usaha-usaha
Pembangunan nasional dan Pembangunan Daerah.

Kebijaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan
pada pengembangan Kemampuan Nasional dalam ilmu dan teknologi yang
diperlukan dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas yang
tersedia dalam pembangunan.

Untuk mencapai tujuan ini maka perlu ditingkatkan keahlian dan ketrampilan
tenaga-tenaga yang tersedia ataupun tenaga-tenaga baru, kerjasama yang erat
antara lembaga-lembaga pendidikan penelitian dan pengembangan dengan
fihak-fihak yang memanfaatkan hasil-hasilnya, peningkatan kegiatan pusat-
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pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, serta
peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan ilmu
pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan.

Untuk mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan
diusahakan penambahan fasilitas-fasilitas dengan prioritas yang tepat dan
disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan, baik yang bersumber dari
Negara maupun dari masyarakat sendiri.

Pendidikan yang diarahkan untuk pembinaan Generasi Muda sebagai, tunas-
tunas bangsa, ditujukan agar mereka dapat menjadi pengganti gene g

lebih baik, lebih bertanggung-jawab dan lebih mampu mengisi d ina
kemerdekaan bangsa. x

o
Wadah-wadah pembinaan pemuda dilakukan melalui lin an keluarga,
sekolah, organisasi-organisasi kepemudaan, pramuka dah lainfainnya.

Sesuai dengan kemampuan yang ada diusah bertambahnya fasilitas-
fasilitas dan sarana-sarana yang memungkin% mbangan kepemudaan.

Pembinaan keluarga yang sejahtera adalah, satana bagi pembinaan Generasi
Muda. Untuk pembinaan keluarga yang$gdemikian itu maka hak-hak Wanita
dijamin serta kedudukannya dalamge a dan masyarakat dilindungi.

KEBUD NASIONAL

Meningkatkan usaha pem dan pemeliharaan Kebudayaan Nasional
untuk memperkuat kepkiadian Bangsa, kebanggaan nasional dan kesatuan
nasional, termasuk ‘Mmeng
unsur-unsur - penting, yang memperkaya dan memberi corak kepada
Kebudayaan Masignal.

Membi an ‘memelihara tradisi-tradisi serta peninggalan sejarah yang
mempu ilai-nilai perjuangan dan kebanggaan serta kemanfaatan nasional

untdk riskan kepada Generasi Muda.

inaan Kebudayaan Nasional harus sesuai dengan normanorma
Pancasila.

Disamping itu ditujukan untuk mencegah tumbuhnya nilai-nilai sosial-budaya
yang bersifat feodal, juga ditujukan untuk menanggulangi pengaruh
kebudayaan asing yang negatif serta dilain pihak cukup memberikan
kemampuan masyarakat untuk menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan
yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan,
selama tidak bertentangan dengan kepribadian Bangsa.

c. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan
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Luar Negeri.
POLITIK

Dalam rangka memperkuat stabilisasi politik yang sehat dan dinamis,
mengusahakan pembinaan Kepemimpinan Nasional yang diarahkan kepada
pembinaan hubungan fungsionil antara Lembaga Tertinggi Negara dan/atau
Lembaga Tinggi Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945,
sehingga Lembaga-lembaga Negara tersebut dapat berfungsi sebaik-baiknya
demi  keserasian dan kedaya-gunaan hubungan antara ajelis
Permusyawaratan ~ Rakyat,  dengan Presiden/MandatarJ's &Iis
Permusyawaratan Rakyat, antara Presiden dengan Dewan Perwaki yat,
dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya. K

Mengusahakan peningkatan partisipasi Rakyat termas ﬁl sebagai
kekuatan sosial dalam pelaksanaan tugas—tugam nal, dengan
melaksanakan inti terpenting dari Demokrasi Pancasasi@lah ikut sertanya
Rakyat secara efektif melalui Majelis Perm waratan Rakyat dalam
menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negata, awasan Rakyat secara
efektif melalui Dewan Perwakilan Raky %ap pelaksanaan Garis-Garis
Besar Haluan Negara.

Saluran-saluran yang efektif yan t digunakan dalam membina dan
mengembangkan partisipasi ntara lain adalah lembaga-lembaga
seperti Lembaga Musyawasah ‘DQesa Lembaga-Lembaga Perwakilan Rakyat,
Perguruan-perguruan Ti n media, dan oleh karenanya pembinaan
partisipasi Rakyat d t@kan dengan jalan :

a.  Penyempurnagn wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan.

b. Pening munikasi antara masyarakat dengan Lembaga-Lembaga

Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah.

ihgKatkan kesadaran Rakyat agar sebanyak mungkin menggunakan
ak pilihnya dalam Pemilihan Umum yang diatur dengan Undang-
dang.

d. Pembinaan Pers yang sehat yaitu Pers yang bebas dan bertanggung jawab

yang memungkinkan Pers disatu pihak memberikan penerangan kepada
masyarakat seluas mungkin dan seobyektif mungkin, dilain pihak
merupakan saluran pendapat Rakyat yang konstruktif.

e. Menggiatkan dan meningkatkan peranan Perguruan-perguruan Tinggi dan

Lembaga-lembaga penelitian dalam partisipasinya pada kegiatan
pembangunan, antara lain dengan cara-cara :
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(1). Penggunaan kebebasan mimbar dalam bentuk-bentuk yang kreatif,
konstruktif dan bertanggung jawab, sehingga dapat bermanfaat
bagi masyarakat.

(2). Integrasi dan konsolidasi kegiatan-kegiatan mahasiswa, pemuda
dan cendekiawan sesuai dengan profesinya dalam wadah-wadah
yang efektif dimana mereka dapat menyumbangkan prestasi-
prestasi serta partisipasi yang positif.

Dalam rangka mempercepat proses pembaharuan dan penyedéghanaan
organisasi kekuatan-kekuatan sosial politik, baik partai politik n
a

golongan karya dewasa ini telah memperlihatkan orientasi& da
usl

perkembangan masyarakat yang diwujudkan melalui peny! n dan
pelaksanaan program-program pembangunan diseluruh g ®kehidupan
untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Oleh karena itu dalam rangka membina kehidupan p@ yang efektif dan

efisien bagi pelaksanaan pembangunan, maka straktur sjumlah maupun sikap
mental dari organisasi-organisasi kekuatan spsi ik tersebut, telah dapat
mengelompokkan diri menjadi dua Par%(%ian satu Golongan Karya.
Dengan terdapatnya tiga pengelo anstersebut yang merupakan wadah
penampungan dari seluruh aspirasitmasyarakat, maka pada Pemilihan Umum
yang akan datang hanya akan ige’ Tanda Gambar.

Untuk mengikut sertalw&/at secara maksimal dalam pembangunan,

hendaknya Rakyat hter a yang berada didesa dapat diajak untuk
memusatkan perhatia pada pelaksanaan pembangunan dan diarahkan
kepada maséaim@lah konkrit dan vyang langsung menyangkut

pembangunan.

Unu@enyusunan partai-partai politik dan golongan karya disesuaikan

dengandan dalam rangka penyederhanaan partai-partai politik dan golongan
, Seperti tersebut ad 4, sehingga benar-benar partai-partai politik dan

ongan Kkarya dapat tetap menjamin persatuan dan kesatuan Bangsa serta
terlaksananya percepatan pembangunan.

Pelaksanaannya akan diatur dengan Undang-Undang sesuai dengan jiwa
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

APARATUR PEMERINTAH.

Pembinaan aparatur Pemerintah diarahkan agar mampu melaksanakan tugas-
tugas umum Pemerintah maupun untuk menggerakkan dan memperlancar
pelaksanaan pembangunan. Untuk itu usaha-usaha penertiban dan
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penyempurnaan aparatur, yang meliputi baik struktur, prosedur kerja,
personalia maupun sarana dan fasilitas kerja perlu dilakukan terus-menerus,
sehingga keseluruhan aparatur Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun
Daerah, benar-benar merupakan alat berwibawa, kuat, efektif, efisien dan
bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Negara dan Pemerintah serta
diisi oleh tenaga-tenaga yang ahli, mampu menjalankan tugas dibidang
masing-masing dan hanya mengabdikan diri kepada kepentingan Negara dan
Rakyat.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang ebar
diseluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan ®poli rta
kesatuan Bangsa maka hubungan yang serasi antara Pemerintal dan
Daerah atas dasar keutuhan negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan
Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yanat menjamin
perkembangan dan pembangunan Daerah, dan dilak persama-sama
dengan dekonsentrasi. Hal-hal mengenai OtonomimsDaerah termasuk
pemilihan dan pengangkatan Gubernur/Kepala ?&h diatur dengan Undang-

undang
Meningkatkan secara bertahap kem n&baparatur Daerah, terutama

aparatur Pemerintah Desa, dengan fasi sarana

Pembangunan dibidang L@Iam Negara Hukum Indonesia adalah
berdasar atas landasan ertib Hukum Negara yaitu cita-cita yang
terkandung pada pa idup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-
cita moral yang luhu eliputi suasana kejiwaan serta watak dari Bangsa
Indonesia yang dfipadatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembinaan 4i Hukum harus mampu mengarahkan dan menampung
kebutuhanikebutuhan Hukum sesuai dengan kesadaran Hukum Rakyat yang
berki kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan

pembangtinan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian
sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatan

binaan Kesatuan Bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang
perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan
dengan :

(@ Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan
antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi Hukum
dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan Kesadaran
Hukum dalam masyarkat.
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(b) Menertibkan fungsi Lembaga-lembaga Hukum menurut proporsinya
masing-masing.

(c) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak Hukum.

3. Memupuk Kesadaran Hukum dalam masyarakat dan membina sikap para
penguasa dan para pejabat Pemerintah kearah Penegakan Hukum, Keadilan
serta Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia, dan Ketertiban
serta Kepastian Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

HUBUNGAN LUAR NEGERI

[

1. Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas akii gan
mengabdikannya kepada Kepentingan Nasional, khususnya pemBangunan
ekonomi. L4

2. Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilifa8” wilayah Asia
Tenggara dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungk negara-negara di

wilayah ini mampu mengurus masa depannya sgrgliri melalui pengembangan
ketahanan nasional masing-masing, serta mempegkuat wadah dan kerjasama
antara negara anggota Perhimpunan Bang -%a Asia Tenggara.

3. Mengembangkan kerjasama unt@sud-maksud damai dengan semua
negara dan badan-badan intern dan lebih meningkatkan peranannya
dalam  membantu  bangsa- sa yang sedang memperjuangkan
kemerdekaannya tanp orbankan Kepentingan dan Kedaulatan
Nasional.

d. idang Pertahanan-Keamanan Nasional.

1. Pembangu ahanan-Keamanan Nasional (Hankamnas) berlandaskan
atas pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan bidang
tersebut ukan secara bertahap dengan memperhatikan hasil-hasil Pelita

pertama.
2. -faktor yang mempengaruhi :

Beberapa faktor yang langsung mempengaruhi konsepsi strategi Hankamnas
1973/1974 - 1978/1979 pada umumnya serta Pembangunan bidang
Hankamnas pada khususnya, ialah :

(@ Tingkat pertumbuhan ekonomi Nasional.

Keadaan ini ditentukan oleh pelaksanaan dan hasil-hasil Pembangunan
nasional serta kemampuan Pemerintah dalam membangkitkan
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kegairahan dan partisipasi seluruh Rakyat dalam melaksanakan
pembangunan tersebut.

Semakin cepat pertumbuhan ini semakin besar pula sarana-sarana yang
dapat disediakan untuk Bidang Hankamnas dalam wujud Anggaran
Belanja khususnya Anggaran Belanja Pembangunan.

Diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi selama periode 1974-1979
masih merupakan suatu pembatasan yang perlu diperhatikan dalam
menyusun Anggaran Belanja bidang Hankamnas.

()

(b) Tingkat perkembangan teknologi Nasional. o
Teknologi mempengaruhi kemampuan Hankamnas pada dumkat:
o
Kemampuan Nasional untuk  menyediaki endiri  dan
menyempurnakan alat-alat peralatan hanka odern sesuai

2)

dengan kebutuhan (kemampuan industri).

Kemampuan unsur-unsur Hanka m menggunakan dan

memelihara alat-peralatan tersebn%
Selama tingkat ini rendah, maka ri kekuatan Hankamnas harus

besar dan modern.

diletakkan pada unsur yang t@ urang memerlukan alat-peralatan

Diperkirakan bahwa

gan teknologi Nasional pada periode ini

belum mampu me dukungan yang berarti bagi Pembangunan

bidang HankaK
(c) Doktrin Hank

tr|n Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata)
Negara dan Bangsa ditentukan oleh faktor Rakyat, yakni
yang patriotik, militant, terlatih dan tersusun baik, kwalitas
at dalam arti mental/jiwa, organisasi serta ketrampilannya

ditentukan oleh kwalitas dari inti kekuatan Hankamnas, yakni ABRI.

=)

Hakekat tantangan yang dihadapi.

(1) Situasi dan kondisi geo-politik internasional.

Paritas nuklir dan suasana detente antara negara-negara super
power mencegah timbulnya perang terbuka, tetapi suasana dan
usaha-usaha detente ini belum akan menghilangkan ancaman
perang terbatas dan subversi, terutama di kawasan Asia Tenggara.

Terdapat persepsi baru mengenai nilai-nilai dalam pergaulan antar
negara yang bersifat lebih realistis dan pragmatis serta
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menunjukkan  kecenderungan yang lebih  besar untuk
menyelesaikan  pertikaian-pertikaian ~ tanpa  menggunakan
kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan bersenjata.

Stabilitas di wilayah Asia akan dipengaruhi oleh negara-negara
besar dengan kemungkinan antar hubungannya satu dengan yang
lain lebih banyak dari pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga
menghadapi kemungkinan yang banyak dalam hubungan dengan
negaranegara lain di Asia dengan salah satu atau lebih darj negara-

negara besar.
[ ]

(2) Ancaman. }
Berbentuk subversi, baik yang datang dari luar maupun dari dalam
negeri. Disamping itu kegiatan-kegiatan golong trim didalam
negeri dapat pula berbentuk subversi atay pantu subversi
asing.

(e) Posisi geo-strategis Republik Indonesia %igp ancaman-ancaman
yang diperkirakan.

Indonesia yang merupakan Nega@ uan serta kedudukannya pada

persimpangan jalan internasiemal "ang sangat vital dan strategis,
mempunyai keuntungan-keu@ﬂ dan kelemahan-kelemahan tertentu

dihadapkan kepada hakel an, yakni subversi.
Beberapa bagian % ari Tanah Air memerlukan perhatian lebih
i in

besar dari padK!A
3.  Politik dan Strategi Hankémnas 1973/1974 - 1978/1979.

o
@ Umu
Pali strategi Hankamnas 1973/1974 - 1978/1979 harus
eftipakan kelanjutan logis dari Politik dan Strategis Hankamnas 1969-
1

yang intinya ialah :
&1) Politik Hankamnas :
Pengamanan Panca Krida Kabinet Pembangunan dengan Pelita
pertama sebagai focusnya.
(2) Strategi Hankamnas :

a) Konsolidasi/Integrasi ABRI.

b) Penyempurnaan penyelesaian masalah Keamanan Dalam
Negeri (Kamdagri) dan mulai memperhatikan masalah
keamanan luar.
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4.

(b)

©

(d)

Politik Hankamnas.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti diuraikan di atas
dihubungkan dengan keperluan adanya garis kontinuitas yang logis dan
konsisten dari Politik dan Strategi hankamnas untuk periode 1973/1974
- 1978/1979 adalah pengamanan Strategi Nasional dengan Pelita kedua
sebagai focus.

Strategi Hankamnas.

Untuk melaksanakan Politik Hankamnas tersebut diatas maka Strategi
Hankamnas ialah : Penyusunan kekuatan Hankamnas yang®mal

(1) Mendukung perjuangan kepentingan-kepentingan\dasional
diforum internasional.

; .
(2) Mengatasi ancaman-ancaman subversi dar@ an dari dalam
serta segala macam hambatan lainnya.
o

Tugas-tugas pokok ABRI.
Untuk dapat melaksanakan Politik d%rategi Hankamnas tersebut
diatas, maka ABRI sebagai inti ,@ bina dari kekuatan-kekuatan

Hankamnas bertugas pokok :
(1) Meningkatkan kwalj &onal, administrasi dan management

dalam dirinya SN u organisasi yang sudah terintegrasi.
(2 Mengamank a kedua dan ikut serta mensukseskan
Pembangfifan f\asional.

si  hambatan-hambatan  terhadap keamanan dan

(3) Mengancurkan sisa-sisa G-30-S/PKI serta subversi lainnya dan
esan dari segala Program-program Nasional.
@mt serta memelihara kestabilan di Asia Tenggara untuk

menggalang ketahanan nasional Negara-negara Asia Tenggara

$ mendukung politik luar negeri yang bebas aktif, bertujuan untuk

dan Negara-negara ASEAN sebagai focusnya, sebagai dasar bagi
ketahanan regional Asia Tenggara.

(5) Terus meningkatkan kemampuan ABRI sebagai kekuatan Hankam
dan sebagai kekuatan sosial.

Kebijaksanaan.

(@

Tujuan
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Membangun suatu kekuatan Hankamnas dengan kwalitas dan dalam
kwantitas yang diperlukan untuk memungkinkan terlaksananya Politik
dan Strategi Hankamnas dan tugas-tugas pokok ABRI.

(b) Sasaran Fisik

(1) ABRI sebagai inti dari kekuatan-kekuatan fisik Hankamnas yang
tinggi kwalitas mental/jiwa, fisik materiil dan kemampuan
teknisnya.

(2) Kekuatan Rakyat yang sebagian sudah mulai tersusun, terlatib dan
berfungsi dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas gokol I

(3) Prasarana produksi dan pemeliharaan bagi seba alat

Pertahanan-Keamanan
(4) ABRI sebagai kekuatan sosial ikut serta b ng jawab atas
pelaksanaan pembangunan ldeologi, PoI konomi, Sosial,

Budaya (Ipoleksosbud) (b )
(c) Sasaran Kemampuan-kemampuan. %
e

(1) ABRI sebagai kekuatan per amanan.

a. Kemampuan str tuk mematahkan semua hakekat
ancaman terse S mellputl seluruh wilayah Nasional
dan kema ategis terbatas untuk penugasan diluar
W|Iaya

b. mengetahm dengan cepat, mengenal, mengikuti
an ghancurkan ancaman-ancaman yang melanggar

dafflatan di udara secara terbatas khususnya penerbangan-
erbangan untuk tujuan subversi dan infiltrasi.

. Kemampuan menggalang kondisi yang menguntungkan dan
ikut mensukseskan pelaksanaan Strategi Nasional.

$ d. Kemampuan mengembangkan kekuatan aktif ABRI dalam
waktu singkat setiap saat apabila dikehendaki.

(2) Kekuatan Rakyat.

a. Membantu TNI dalam penyelenggarakan tugas-tugas
pertahanan.

b. Membantu POLRI dalam penyelenggaraan tugas-tugas
Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

(3) Prasarana.
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a. Kemampuan produksi senjata ringan modern beserta
amunisinya, spareparts tertentu dari alat-alat berat, bahan-
bahan alat-alat instruksi.

b.  Kemampuan pemeliharaan sampai dengan tingkat tertinggi
dari semua peralatan-peralatan yang digunakan oleh ABRI.

(4) ABRI sebagai kekuatan sosial :

a. Kemampuan untuk bersama-sama dengan kekuatan sosial
lainnya, secara aktif melaksanakan kegiatan- iatan
Pembangunan Nasional.

b. Kemampuan turut serta menggalang kondisi yMantap
dan harmonis untuk peningkatan Ketahana@uﬂal

(d) Program Induk
Untuk dapat mencapai sasaran kemampuan- emarmpuan tersebut, maka
usaha-usaha pembangunan dituangkan d rogram-program Induk
yang pada dasarnya merupakan progral m terintegrasi ialah :

(1) Program Induk Kekuatan. Q
(2) Program Induk Prasaral
(3) Program Induk Pra{b; asional.

E. PEL N PELITA KEDUA.

Sebagai pelaksanaam ola Umum Pembangunan Lima Tahun ini,
disusunlah oleh Presiden/ ataris Majelis Permujsyawaratan Rakyat Repelita
kedua yang akan jnetupaRan rencana pembangunan untuk mencapai sasaran-
sasaran pemban erbagai bidang dalam tahun 1974-1979.

gram pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-
unan tersebut untuk setiap tahun dituangkan dalam rencana
operasional dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berimbang.

am meningkatkan tanggung jawab keuangan Negara, Badan Pemeriksa
Keuangan wajib meningkatkan kegiatannya sesuai dengan wewenang yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

BAB V
PENUTUP.

Berhasilnya usaha-usaha Pembangunan Nasional pada akhirnya akan
tergantung dari tanggapan, pengertian, kesadaran, keterlibatan dan partisipasi
Rakyat Indonesia dalam menyambut tantangan pembangunan secara positif guna
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meratakan jalan bagi Generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 22 Maret 1973
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Ketua b
ttd ¢
K.H. Dr. IDHAM CHALID .\(
O
Wakil Ketua Waki@.la

ttd 1d

Drs. SUMISKUM 0 NARO, S.H.
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